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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
~ NOMOR 15 TAHUN2015  ~

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
| DIKELUARKAN OLEH ! 3 .
" BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SAROLANGUN
 TAHUN 2015

Dipindai dengan CamScanner



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI | |

M
No. 15, 2015 - Retribusi  Terminal. Pcncabutan (Pan‘:lasan Dalam

ibang -

1gat

1.

' Tambahan - Lembaran Dacrah Kabupatcn .Sarolangun
. Tahun 2015 Nomor 15) ‘

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 15 TAHUN 2015

__ TENTANG |
RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPA_TI SAROLANGUN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Perlu ‘menetapkan Peraturan Daerah tentang Retnbu31

'I‘crrnmal . _ L

Pasal 18 ayaf (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesig
Tahun 1945; ‘

. Undang—Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten TanJung J abung Timur (Lembaran Negara Repubhk
Indoncsm Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

~ Republik Indonesia Nomor 3903). sebagzumana telah dmbah dengan

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 téntang Perubahan Atas.
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan *

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten ’I‘ebo Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupatcn Tanjung Jabung Timur (Lcmbaran Ncgar&chubhk'

Indonesm Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969); -~ - . °

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak Daerah dan .
Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik* Indonesm Tahun‘»

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones.1a
Nomor 5049),

Dipindai dengan CamScanner



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

 PROVINSI JAMBI M et

Penjelasan Dalam

: b Terminal. Pcncabutan (

No: 13 2017 gzrt:b;?;n Lembaran Daerah . Kabupf’tt"m ;Sarolangun
' . Tahun 2015 Nomor 15]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 15 ’I‘AHUN 2015

TENTANG
RETRIBUSI ’I‘ERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
.. BUPATI SAR.OLANGUN,
imbang :° -baﬂwa untuk melaksanakan ketcntugn Pasal 156 ayat (1) Und@g— _
L Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu._menetapkan Peraturan Daerah tgn'gang Retrxpum
Terminal;

v
!

gingat : 1. Pasal 18 ayaf (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945; ;

25 Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Ja.tnbl

dan Kabupaten Tanjung J abung Timur (Lembaran Negara Repubhk

]ndonema Tahun 1999 Nomor 182, ‘Tambahan Lcmba_ran Negara

~ Republik Indonesia Nomor 3903). sebagmmana telah d1ubah dengan

| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas.
Undang-Undang Nomor S4 Tahun 1999 tentang Pembentukan .

Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi-

“dan Kabupatcn Tanjung Jabung Timur (Lembaran Ncgar&Repubhk

Indonesm Tahun 2000 Nomor 81, 'I‘ambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 3969); -

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan ,
Retribusi - Daerah (Lernbaran Negara Republik* IndoneSIa Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a
Nomor 5049); ,

\ﬂ

Dipindai dengan CamScanner



rintahan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer

' mor
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 20 14 No
chublik indonesia Nomor

'kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
23 Tahun 2014 tentang
lik Indonesia

244, Tambahan Lcmbaran Negara
5587) sebagaumana telah beberapa

Atz-:;s Undang-Undang Nomor

Pcmcnntahan Daerah (Lembaran Negara Repub
gara ' Republik

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Ne

Indonesia Nomor 5679);
5. pefaturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2
Pemberian dan Pemanfaatan. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

"dé:'i ‘Retribusi Daerah ‘(Lemba;an._Ncgara Republik Indonesia

Tahuin.2010 Nomor 119, "’I‘ambah‘an Lembaran Negara Republik

'Indonesia Nomor 5161);

010 tentang Tata Cara

]

. Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN-RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
’ dan

BUPATI SAROLANGUN

e MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BABI
KETENTUAN UMUM.

"t pasal 1

Dalam Peratﬁrén Dsiterah ini yang dimaksud dcngén_: |

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.. :

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memunpm pelaksanaan urusan pcmcrmtahan yang
-menjadi kewenangan daerah otonom _ S _ T

3. Bupati adalah-Bupati Sarolangun ' |

4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya d1sebut Dlshub adalah Dinas Perhubungan
Kabupaten Sarolangun ' ™ : . g

[

5. Kepala Dinas-adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun
6. Pejabat adalah Pegawal Negeri- Sipil yang diberi tugas tertentu dlbldang retnbusx

daerah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku,

Dipindai dengan CamScanner

[



:rah
7. Retribusi Daerah yang scl'mjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dacr
payaran atas jasa atau pemberian  izin tertentu yang khusus

n dan/atau diberikan oleh pemerintah dacrah untuk kepentingan orang

sebagai pem
disediaka
pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pcmcrmtah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

' oleh orang pnbad1 atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah’ _]asa yang dlscdxakan olch Pcmcrintah Dacrah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan

oleh sektor swasta.
10. Wajib Rembusx adala.h orang pnbad1 atau badan yan

perundag-undangan “tetribusi dxwa_ubkan untuk melakukan pembayaran

g menurut peraturan

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

1 1.AMasa Retribusi ada]ah suatu jangka waktu tertentu yang merup
jasa ‘dan pcnmnan tcrtentu dari

akan batas waktu
bagi Wa_]lb retribusi untuk menfaatkan

pemcrmtah daerah yang bersangkutan .
clanjutnya disingkat SSRD adalah bukti

telah dilakukan .dengan

12, Surat Setoran Retribusi Daerah, yang s
: pembayaran atau pcnyctoran retribusi yang
mcnggunakan formulir atau telah dllakukan dengan cara lain ke Kas Dacrah

melalui tempat pembayaran yang dxtunjuk oleh kepala daerah
1l3.Surat Ketetapan Rcmbu51 Dacrah ‘yang. selanjutnya dxsmgkat SKRD, adalah

surat ketetapan retribusi yang mcnentukan besarnya Jumlah pokok retribusi
yang terutang. ,
14, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat kctctapan retribusi” yang menentukan _]umIah kelcb1han

' i}cmbayaran rctnbum karena Jumlah keleblhan pcmbayaran ;ctnbusx karena
jumlah kredit retrlbus1 lebih besar danpada retnbusn yang terutang atau
seharusnya tidak tcrutang - '

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya dlsmgkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi »ad‘rrumstraruf_ berupa Bunga
dan/atau denda. > i

© e i, BAB I

. NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI \

Pasa] ]

lDengan nama Rctnbu31 Terminal dlpungut retnbu31 sebagal pembayaran atas
pelayanan terhadap pcnggunaan fasilitas di lmgkungan Terrmnal yang dnmhkl’dan
 atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. ‘

Dipindai dengan CamScanner



. ~ Pasal3

t?i‘:[l) Objek RembUSI Termlna] adalah pc]ayang_n penyedlagn tempat parkir -
‘:\. g s
kendaraan pcnumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fas -
lainnya di 1ingkungan terminal, }’Eing disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola ole
Pemerintah Daerah.

N (2) Dikecualikan dari obj
: yang disediakan, dimiliki, dan/atau dxkclo]a oleh

ek Retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah
Pemenntah, BUMN,

terminal

BUMD, dan pihak swasta. 5, o o
. : : , :

Pasal 4

subjek Retnbusx Termmal adalah orang pnbad1 atau Badan Yyang

mcnggunakan/memkmatl fasilitas di linglkungan -Tenmna] yang dimililki dan atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

_ BAB III
GOLONGAN RE’I‘RIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

- BABIV .
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA '

_ Pasal 6
’I‘mgkat penggunaan jasa diukur bcrdasarkan frekuenm jenis kendaraan, dan/ atau

e

.Jangka waktu pemakman fasilitas termma] L~ e T e

s : "BABV' _ ;
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN_BESARNYA TARIF RETRIBUSj *'

Pasal 7

PnnSJp dan sasaran dalam penetapan stmkmr dan bcsarnya tarif Rcmbusx Terrmna]

didasarkan . pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 1ayak: dengan
bcroncntam pada harga pasar. '
o BAB VI , ‘

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI s ShEEa I,' /

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 8

Terminal ditetapkan berdasarkan

s terminal.
aksid pada ayat
ahkan dari

() Struktur dan besarmnya. Taril Retribusi
frekuensi, )
Struktur dan besarnya tari
am Lamplran yang mcrupa

. onis kendaraan, dan janglka waktu pemakaian fasilita

‘ (2) f retribusi tcrmmnl sebagaimana dim
(1) tercantum dal kan bagian tidak terpis
Peraturan Dacrah ini.

Pasal 9 -

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lJama 3 (tii;a) tahun se
o) pcninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

indeks harga dan perkembangan perekonomian.
at (2) ditetapkan dengan

kali. '
(1) dilakukan dengan

mcmpcrhahkim 1

(3) Penetapan “farif retribusi scbaga:mana dimaksud pada ay

Peraturan Bupatl i

, BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang tcmmng dipungut di wilayah daerah dimana tempat. jasa pelayanan

diberikan.
. BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN TEMPAT PEMBAYARAN ANGSU
PENUNDAAN PEMBAYARAN

RAN DAN

Pasal 11
(l)Rctribusi dipurigut 'dcngan mcnggunakah_ SKRD atau ‘dokumen lam yang

dipersamakan. .
(2) Dokumen lain yang dlpersamakan scbagajmana
berupa karcis, kupon dan kartu langganan i

(3) Hasﬂ pcmungutan retnbus1 dlsctor secara bruto ke Rekenmg Kas Umum Daerah

d1maksud pada ayat (1) dapat

AN ¢

Pasal 12

(1)] Rembum yang tcrutang harus dllakukan pembayaran secara tunal/ hmzis _
)] Pcmbayaran rctnbu31 tcrutang sebagmmana dunaksud pada ayat (1} dllakukan

- sejak dxtcrbxtkannya SKRD atau dokumcn lam yang dtpcrsamakan
(3) Ketentuan ]cb:h lanjut mcngcnal tata cara* pcmbayaran penentuan ternpat

~—-

pernbayaran angsuran dan pcnundaan pembayaran retnbus1 dlatur dengan

Peraturan Bupatx

Dipindai dengan CamScanner



Danal 1A

sl all nny
ak diperkenankan diangaur atan qitunda, pembayaran he

" pembayaran Hd
layanan ohjek retribuat dibertkan,

sis tclﬂh &
dilunasi se 1 N

At
‘ ibust tdale membayar 1€ Wt padn waldlunya @
() palam hal Wajib Retr ' ) l 2% (dun

dikenakan qanksl administraal herapa hung
Helale atau earang haynr

i pebhetar

membayar,

persen) setiap pulan darl retribusi yang terutang Yang

. . QI
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

\

ljmn IX .
\ \ 1R NAGIHAN

l‘n::nl 14

bayar dilakukan dengan

(1) Penag{han rctnbusx tcrutnng yang, ndnk atau kurang

menggunakan ST

RD dan didahului Surat Teguran. |
Surat Teguran sebagai  tind csaUTan prnupihnn

(2) Pengeluaran lakan awal pelal
rctnbUSI dxlakukzm sctclah 7 (tujuh) hari %_]nk'tnnggnl Jntuh tempo pembayaramn.
Surat Teguran, Wajib Retribusi

| ( ) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari qct:,lnh tanggal Su
" harus melunasi rctrlbusx yang terutang.

(4) "Surat Teguran scbagmmuna dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat

yang ditunjuk. Jp— ‘ .
(5) Ketentuan lebih 1anJut mcngcmx tata cara pcmgthm dnn’,pcncrbitan Surat

Teguran diatur dcngan Peraturan Bupau

BAB X |
NGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

-

Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan pennglhan rct_nbum ‘menjadi kedaluwarsa setelah

melampam 3'(tiga) tahun terhitung sej
Wajib Retribusi melakukan tindak pldana di bldang retribusi.
(2) Kedaluwarsa Renagman retribusi sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)

jak saat. terutangnya rcmbu51 kecuali _]lkﬂ

v

tertangguh jika o X
-a. Dxtcrbltkan surat teguran, atau 3 : ‘ M N

b Ada pcngakuan utang. : rctnbusx dari wajib rctnbu31 balk langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal dltcrbltkan surat tcguran scbagmmana dimaksud. pada ayat (2) huruf

2P kedaluwarsa pcnagman dxhxtung SC_]ak tanggal penyampauan surat tcguran

tersebut. o

Dipindai dengan CamScanner




EEE————

na dimaksud pada ayati (2)

gebagaima N
mas

g retribusi secara langsung
arannya menyatakan

() Pengakuan utan
mlnlnh wijib retribust  denpgan

sl dan belum melunas

kesad

|
el b i kepada pcmcrmtah Daerah.

utang retribu
itang retribusi secara tidak langsun
ari pengajuan pcrmohonan ang
mtnn oleh wajib retribusi.

pada

mempunyal
g scbagalmana dlmaksud

npakuan 1
&) Pen: aku P

avat (2) hurul b, dapat diketahui d

penundaan pembuyaran dan per mohonan kebe

Pasal 16

ak untuk melakukan

) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena h

pcn:uvih'uu gudah kcdnluwarbn dapat dihapuskan. :
dah
) Bupx ati menetapkan kautuS'm pcnghapusan plutang retribusi’ yang suv

pmmmm ‘dimaksud pada ayat (1).
hjut mengenai tata cara pcnghapusan piutan
4 dimaksud pada ayat (1) diatus

kedaluwarsa scba |
g rctri_busx yang

) Ketentuan lebih Jar
r dengan

qudah kedaluwarsa  s¢bagaimane
Peraturan Bupativ .8 _ :
BABXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 1'7'
ak Pcnerangan Jalan dapat dlberl

/'

Instansi yang mclaksanakan pem'ungutan Paj

insentif atas dasar pcncapalan kinerja tcrtcntu

Pemberian insentif - scbag:umanq d;maksud vpada'

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
.. PENYIDIKAN
Pasal 18 ok
P
Selain  pejabat kepohslan negara pejabat™ pcgawaJ ncgcn sipil tertcntu
dilingkungan ‘Pemerintah Duerah Kabupaten Sarolangun dlbenkan wewenang

khusus scbagm pcnyxdxk untuk mcfakukan pcnyxdxkan tmdak pxdana dxbrdang

Retribusi Tcrmmal
‘Wewenang pcnyldlk sebagmmana dxmaksud pada ayat (1) ada]ah

a. Menerima, mencari, mcngumpulkan, dan menehn keterangan atau laporan

~_ .
~

berkenaan dcngan tindak pidana dibidang Retnbum Terrmnal
b. Meneliti, merjcari, .dan mengumpulkan kcterangan rncngcnal orang tentang
kcbcnaran “perbuatan yang dxlakukan sehubungan dcngan tindak pldana

s

Retribusi Terminal.

Dipindai dengan CamScanner

ayat (1) ditetapkan melalui



e . dengan tindak
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang schubungan deng
c. M

Retribusi Te srminnl,

ndann dibidang \ an tindak Pidana
! iksa bula, cntatan, dan dokumen lain berkenaan deng
d, Memeriks

Retribusi Ter minal.

i mbukuan
Melnlukan penptl(‘(lnhl\n untuk m(_nclnpnnmn Imhan bukti pe ’
e, cll »

i dap bahan
atatan dan dnkumrn lnin serta melakukan penyitaan terhadap
penc .
pukti tersebuts | -
nyidikan
(. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan mgas penyi

¢ pidana Retribusi Terminal, p ‘
. :‘::,(:\l)\'lml‘)t‘lh perhenti dan/atau melarang sescorang meninggalkan rual:lgan a.tau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa ‘mdentltas
orang,benda, dnn/ntnu dokumen yang dibawa. . .
h. Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Terminal.
. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa "sebagai
tcrsangka atau saksi.
i Mcnghcntlknn pcnyldlknn dan/atau . .
k. Meclakukan tindakan lain yang perlu unmk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Terminal. | |
3j Penyidik scbagmmuna dimaksud pada ayat(l) mcmbentahukan ’dimulainya
penyidikan dan #mcnyampsukan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui penyidik- pejabat’ Pohsx Negara Republik Indones1a ‘sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pldana

i

. BABXII -
KETENTUAN PI DANA..

“Pasal'19 -

(1) Wajib Retribusi yang tidak mclaksanakan kcwa_pbarmya sebagaimana dlmaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) sehmgga meruglkan keuangan daerah diancam pidana

kurungan paling lama 3 (Uga) bulan atau denda palmg banyak 3 (hga) kah Jumlah
rctnbusx terutang yang tldak atau kurang bayar '

~
~.

“(2) Denda scbagalmana dunaksud pada ayat (1) mcrupakan penenmaan negara

v

Dipindai dengan CamScanner



BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
~ Pasal 20

da saat Peraturan Daerah ini mulaj berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 33
a

'whun 2001 tentang RCtﬂbUSl Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun
hun 2001 Nomor 33, Seri B, Nomor 15) beserta Perubahannya, dicabut dan
inyatakan f-idak bcrlak_u? .

Pasal 21

eraturan Dacr&h ini fulai bcrlaku pada tanggal dxundangkan

gar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

i dengan pcnempatanny a da]am Lembaran Daerah Kabupatcn Sarolangun

Ditetapkan di - Sa’r'dlangun

pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI SAROLANGUN, .
-~ o o ttd.
a e, CEKENDRA

Diundangkan' di Sarolahguh
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
wd. R RS W R

THABRONIROZALL - .

EMBARAN DAERAH KABUPATEEN SAROLANGUN TAHUN 2015 NOMOR 15

IOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
’ROVINSI JAMBI :. 15 TAHUN 2015

Dipindai dengan CamScanner



I

L

, ' Sesuai dcngan Semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 te

" pedoman kebgakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan

- Pasall . Y - | )

PASALDEMIPASAL R

PENJELASAN
_ ' ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR' 15 TAHUN 2015

TENTANG

- RETRIBUS] RETRIBUSI TERMINAL

erwujudan kewajiban kenegaraar,

pcncmpatan retnbusx scbagax salah satu p
‘dan lain- -

ditegaskan ‘bahwa perniempatan beban kepada rakyat seperti retribusi
lain, harus dxtetapkan dengan undang-undang. Dengan dekaJan pemungutan .

paJak daerah dan rctnbu51 daerah harus didasarkan pada Peraturan Dacrah.

ntang Pajak’

Daerah dan- Retribusi Daerah. Anggaran Pendapatan dan ‘Belanja - Daerah

bcrsumbcr Pendapatan Asli Daerah dan penenmaan bunga. dana peri
yang ‘bersumber dari pcndapatan dan belanja negara. Pendapatan ASh Daerah
* YA antara lain’ ada]aﬁﬂlgajak daerah dan retribusi dacrah dxharapkan menjadi | 5
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemenntah dan pembangunan;

* daerah, untuk menmgkatkan dan . mcmeratakan kesejahteraan masyarakat
yaitu mampu mengatur dan

- sehingga daera.h mampu melaksanakan otonomi,
_mengurus rumah tangganya scndm :
Peraturan’ Daerah m1 menetapkan kctentuan ketentuan pokok yang membenkani

_ pajak dan sckahgus menetapkan pcngaturan untuk menjamm pcnerapan
prosedur umum retnbus1 daerah khususnya mcngcnau Retribusi Terrrunal

é

Cukup Jelas
Pasz'al.z-‘{ " | _ |
© Cukup Jelas | T
Pasal3 ~ . : J T AL T,

" Cukup Jelas e '

Pasal 4 |

Dipindai dengan CamScanner



pasal 7
cukup Jelas’

pasal8
cukup Jelas
pasal 9 ey
~ CukupJelas
| pasal 10
 Cukup Jelas
pasal 11 | S
cumpadss T
IR
| Cukup Jelas
: _Pasal 13
“-Cukup Jelas
 Pasal.14
] ' Cukup Jelas
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLAN

NOMOR

15

GUN

TAHUN 2015

'TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

STR : "
UKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

I Angk‘l_ltan Penumpa.ng

Jcnis-.;(endg{gan /Angkutan

Angkutan Pedesaan/Kota_
Bus Sedang/Travel |

Taril -]

Bus Mcdxum/Antar Kota Da.lam proval
Bus Besar/AntaJ' Kota Antar Provins;

Rp. 2.000W
Rp. 3.000,- / Sekali masgk
Rp. 5.000,- / Sckali masuk
Rp. 6.000,- / Sekali masik

Tarif

Tonase 1-3,9 ton

Tonase 4 - 8 ton

Tonase 8,1 - 14 ton |

Tonasé 14-28ton

Rp. 2.000,-/ Sekali masuk
Rp. 4.000,- / Sekali masuk
| Rp. 5.000,- / Sekali masuk

. Kegiatan Usaha

Rp. 10.000,- / Sekali masuk

| Kégiat'an Usaha

Tanf -

Pemakalan KIOS /Loket di Temunal '

Rp. 500/m?/hari -

Usaha Jualan tlda.k di dalam Kios Rp. 2.000/hari |
Sarana _Kebers1han Umum _
Sarana Kebersihan Umum Tarif

Mandi

Euang air kecil

Buang air besar-

Rp 3: OOO -/sekali mand1
Rp 1000 /Sekali pakau

p 2.000,- /Sekah pakaJ

BUPATI SAROLANGUN,
= td.

"CEK _ENDRA
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